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Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan
menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang
merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan,
sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU).
Saat ini, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman, oleh
karenaitu tujuan utamadari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis materi UU No. 48 Tahun 2009
dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan
kehakiman yang terdapat pada UUD 1945 dan instrumen-instrumen internasional. Penelitian ini merupakan
penelitian normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sejarah, perbandingan dengan negara lain dan
pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 telah memiliki norma-
normayang mengatur kemerdekaan hakim, namun tetap masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan
dari materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim, sehingga perlu diadakan
perbaikan terhadap UU No. 48 Tahun 2009.

<hr><i>Article 24 of The 1945 Amended Constitution of Republic of Indonesia stated that "The judicial
power branch shall be independent”. In here, judge has a central role on the judiciary, that judge as the
personification of judiciary, therefore judge's status and independence shall be secured by law. Now, the
judicial power isregulated on Act No. 48 Y ear 2009 (The Judical Power Act), so then the purpose of this
writing isto analyze the substance of Act No. 48 Y ear 2009 in accomodating judge's independence in the
Republic of Indonesia based on the judicial principles on the 1945 Constitution and international
instruments. Thisis anormative study and also be improved by historical approach, comparative approach
and case study method. The result of this study showed that the Act of No. 48 Y ear 2009 has contained the
general normsto protect judge?s independence, but still has to be revised because of its material
incompleteness in order to protect judge's independence.</i>
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